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 BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia pasti menginginkan untuk menikah dan mempunyai keturunan, hal ini dikarenakan pernikahan atau perkawinan adalah jalan yang di ambil guna mendapatkan keturunan yang sah dan diakui, baik dari Negara maupun dari agama. Perkawinan adalah suatu hal yang sangat sakral dalam masyarakat, dan pada umumnya pernikahan hanya dilakukan satu kali dalam seumur hidup dan juga dengan satu orang pasangan. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi di masyarakat tidaklah demikian, banyak dikalangan masyarakat yang melakukan pernikahan lebih dari satu kali, dan juga menikahi lebih dari seorang (poligami). Bangsa Indonesia  mempunyai sebuah Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara Nasional, yang berlaku bagi semua golongan dalam masayarakat Indonesia, yakni suatu unifikasi, yang telah lama ada dan sudah di perjuangkan untuk mewujudkannya baik oleh organisasi dalam masyarakat maupun pemerintah.

Barulah pada tahun 1974, tepatnya tanggal 2 Januari 1974, cita-cita tersebut terkabul dan menjadi kenyataan, dengan disahkan dan di undangkannya undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya di singkat Undang-undang Perkawinan).

Undang-undang Perkawinan 1974, yang mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 adalah undang-undang perkawinan Nasional, sebagaimana di sebutkan dalam penjelasan umumnya. Adanya suatu undang-undang yang bersifat Nasional itu memang mutlak diperlukan bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia, yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama dan golongan penduduk. Maka undang-undang perkawinan ini, selain meletakkan asas-asas hukum perkawinan nasioanal, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan masyarakat tersebut.

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 menegaskan: 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Akan tetapi tidaklah menutup kemungkinan bagi seseorang untuk melakukan suatu pernikahan dengan lebih dari satu orang (poligami), tentang masalah ini baik undang-undang maupun agama memberikan peluang bagi warga negaranya maupun ummatnya untuk melakukanya. Akan tetapi bagi seseorang yang akan melakukan poligami harus dapat memenuhi beberapa syarat yang telah di tetapkan oleh agama maupun Negara dalam hal ini adalah undang-undang perkawinan (UU No.1 Tahun 1974). Karena pada dasarnya setiap pernikahan adalah menganut asas monogami
.
Pengertian dari Poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi di batasi paling banyak empat orang, karena apabila melebihi empat berarti ia telah mengingkari kebaikan yang di syariatkan Allah SWT bagi kemaslahatan hidup suami istri
. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat An Nisa’ ayat 3 yang berbunyi: 
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

Artinya:

“ Dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua,tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

 Maksud ayat tersebut adalah jika seorang laki-laki yakin tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak perempuan yatim, maka carilah perempuan lain, sedangkan berlaku adil yang dimaksud adalah perlakuan yang adil dalam meladeni istri, seperti pakian, tempat, giliran dan hal-hal yang bersifat lahiriyah
. Selanjutnya dalam Q.S An Nisa’ ayat 129 Allah berfirman: 
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
Artinya: 

“ dan kamu sekali-kali tidak akan berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingit berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan janganlah kamu mengadakan perbaikan dan memeliharadiri(dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi mah penyayang”.

Tentang masalah poligami ini di atur secara khusus dalam UUP Pasal 4 dan 5 Jo Pasal 65 ketentuan peralihan. Adapun hal-hal yang dapat di jadikan alasan seorang suami untuk dapat mengajukan izin poligami ke pengadilan adalah sebagai berikut : 

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai istri

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Sedangkan untuk dapat mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan, maka seorang suami harus dapat memenuhi beberapa syarat-syarat, yaitu:
a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya

Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari satu sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Ayat (2) UUP, maka ia wajib mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. 

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui lebih jauh tentang poligami di tinjau dari perspektif hukum islam dan hukum positif. Oleh sebab itu peneliti mengambil judul “ Poligami ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum Positif”.
B. Pembatasan Masalah

Mengingat permasalahan yang ada sangat banyak, maka perlu adanya pembatasan masalah dengan pertimbangan agar kajian ini tuntas dan jelas serta tidak menyimpang dari permasalahan yang di kaji.

Pembatasan masalah tersebut mengenai persamaan dan perbedaan tentang konsep poligami menurut hukum Islam dan hukum positif. Dalam pelaksanaannya, penulis membahas mengenai persamaan dan perbedaan tentang poligami menurut hukum Islam dan hukum positif.

C. Rumusan Masalah

Agar pembahasan ini lebih sistematis dan tidak melebar dari ruang lingkup pembahasan, maka penulis perlu merumuskan beberapa masalah yang akan menjadi kerangka dalam penyusunan skripsi. Adapun yang menjadi kerangka permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Apa sajakah persamaan poligami menurut hukum Islam dan juga hukum positif?

2. Apa sajakah perbedaan poligami menurut hukum Islam dan juga hukum positif?
D. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini terdapat suatu tujuan penulisan yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah persamaan poligami menurut hukum Islam dan juga hukum positif.

2. Untuk mengetahui bagaimanakah perbedaan hukum tentang poligami menurut hukum Islam dan juga hukum positif.

E. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan penulisan di atas maka kegunaan penelitian ini adalah:

a. Praktis: Sebagai sumbangan pemikiran atau informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan khususnya bagi penyusun sendiri dan seluruh mahasiswa jurusan Syari’ah STAIN Tulungagung yang sedang menggali ilmu pengetahuan dalam rangka mempersiapkan diri sebelum terjun ke lapangan atau ke masyarakat, terutama yang ada kaitannya dengan poligami.

b. Teoritis: Sebagai pengkajian terhadap poligami ditinjau dari perspektif hukum Islam dan juga hukum positif.

F. Penegasan Judul

Dalam penulisan skripsi ini ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan agar tidak terjadi salah penafsiran dan kesalah pahaman di dalam memahami skripsi ini. Berikut ini penjelasan di dalam istilah-istilah yang terdapat di dalam judul, yaitu:

a. Poligami secara bahasa berarti seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi di batasi paling banyak empat orang,.
  

b. Hukum Positif adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (Negara).
  Dalam hal ini yang penulis maksudkan adalah undang-undang perkawinan (selanjutnya disebut UUP) yaitu UU No 1 Tahun 1974, PP No.9 Tahun 1975 tentang petunjuk pelaksanaan UUP No.1 Tahun 1974, PP No.10 Tahun 1983, SE No.08 Tahun 1983 serta PP No.45 Tahun 1990.
c. Hukum Islam yaitu seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, di susun orang-orang yang di beri wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah ”Library Research” atau kajian pustaka, yaitu telaah yang di laksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaah kritis yang mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang lain yang terkait dengan topik (masalah) kajian.


2. Sumber data

a. Data skunder

Dalam hal ini adalah : 


1.  Bahan hukum primer (Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, PP No.9 Tahun 1975 tentang petunjuk pelaksanaan UUP No.1 Tahun 1974, PP No.10 Tahun 1983 serta PP No.45 Tahun 1990)

 2.  Bahan hukum sekunder (kitab-kitab tafsir baik yang karya asli maupun terjemahannya diantaranya adalah : Tafsir ibnu katsir, Tafsir Al Mishbah karya M. Quraish Shihab, Rowaiul Bayan karya M. Ali Ash Shobuni, Tafsir al Manar karya Rasyid Ridha, Ahkamul Quran karya Al Jashash, dll, kitab-kitab hadits diantaranya adalah Bulughul Maram karya Ibnu Hajar al Asqolani, Al Muwatho’ karya Malik ibn Anas, dll dan kitab-kitab fikih)

3.  Bahan hukum tersier (Ensiklopedi Hukum Islam karya Cendekiawan muslim Indonesia)

3. Analisa isi.

a. Metode induktif yaitu pembahasan yang di awali dari teori-teori yang bersifat khusus kemudian di gunakan untuk mengkaji data yang bersifat umum.

b. Metode komparatif, yaitu suatu cara menganalisa data-data dengan membandingkan dari pendapat satu dengan pendapat lain, teori satu dengan teori lain.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembahasan skripsi ini akan disajikan dalam bab perbab yang sistematikanya adalah:

Bab I
:
Menguraikan secara singkat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian.

Bab II
:
Membahas tentang poligami dalam perspektif hukum Islam. Yang berisi:

a. Pengertian poligami
b.  Poligami dalam pandangan Al-Quran
c. Poligami dalam pandangan Al-Hadits
d. Syarat dan hukum poligami
e.  Masalah-masalah yang timbul akibat poligami

f. Hikmah dan manfaat poligami.

Bab III
:
Membahas tentang poligami dalam perspektif hukum positif. Yang berisi :
a.  Pengertian poligami

b.  Poligami dalam pandangan undang-undang perkawinan

c.  Poligami bagi PNS

d.  Sebab-sebab poligami

e.  Akibat yang timbul dari poligami

Bab IV
:
Membahas tentang persamaan dan perbedaan poligami menurut hukum Islam dan hukum positif.

Bab V
:
Penutup, yang berisi kesimpulan dari keseluruhan uraian pada bab-bab sebelumnya dan saran yang mungkin dijadikan sebagai bahan pertimbangan.
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